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ABSTRACT

The minimum limit of two hectares agricultural laog@nership can not
be reaching has made unsuccesfully implementatibrthe prohobition of
fragmentation. This prohibition has made people physical fragmentation
without being followed by the administration. Indict of Klaten, the physical
framentation of land is callegandul land. This phenomenon is solved by Land
Reform Advisory Committee with fragmentation polichhis research purposed
to determine the basic of considerations from fragttion policy and to
determine the contribution of fragmentation polioy people.

This research uses a qualitative research methibldl approach
evaluation study. Qualitative research is useddascdbe the phenomenon that
occurs. The evaluation study is used to evaluaedthicies did.

The results showed that the policy is the aspinatibthe people about
the prohibition of fragmentation. This policy isntoary to the prohibition of
fragmentation however rational considerations ansdrdation used as a committe
to solve the problems. This policy can actionabih the requirements that must
be filled. Implementation of this policy is effeati and appropriate of target but
the abstraction of evidence that formed the basistill not strong. The strong
evidence become the requirement must be filleddnpfe so that they can enjoy
this fragmentation policy. This policy has beemjitee satisfaction to people about
assurance of land ownership. The assurance ofdemership makes them more
comfortable and secure in managing agriculturad.lan

This research gives an overview about prohibitibfragmentation of
agricultural land. This overview are expected tocdoasidered for Ministry of
Agricultural and Spatial Planning / National Landefcy (ATR / BPN) to update
the regulations about the prohibition of fragmentat This research could also be
a consideration for Klaten Land Office to immediateesolve the problems of
gandul land as well as cooperation with the Depamntnof Agriculture to optimize
the results of farmland.

Keywords : Fragmentation of agricultural land, gandul land, assurance of

land ownership
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Jumlah tanah pertanian yang ada menunjukkan kéesahn suatu
negara. Tanah pertanian merupakan media untuk pdraerpangan dari suatu
negara, apabila suatu negara mempunyai tanah pertgrmang luas maka
seharusnya negara tersebut dapat mensejahteralkgmatngga. Asumsi ini
mengartikan bahwa tanah pertanian yang luas damatgmasilkan tanaman
pangan yang mencukupi kebutuhan hidup rakyat babkaat dilakukan ekspor
tanaman pangan. Pemerintah mempunyai kewajibank umemenuhi tanah
pertanian yang luas atau menjaga luas tanah p@ntgang ada agar kesejahteraan
rakyat terpenuhi. Instrumen berupa kebijakan diys@mh pemerintah untuk
memenuhi kewajiban tersebut. Menurut FriederictamiaMuninggar (2012: 3),
kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah fogutan yang diusulkan oleh
seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatgkuligan tertentu
sehubungan adanya hambatan-hambatan tertentu seesygari peluang-peluang
untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yénginkan. Hambatan
yang muncul dalam pemenuhan kewajiban itu haruseraegliselesaikan
pemerintah agar tujuan pembuatan kebiijakan tercapa

Hambatan yang berhubungan dengan tanah pertaredathaidagmentasi
tanah. Tuwo dalam Fadhli (2014: 11) mengartikargrfrantasi tanah sebagai
perpencaran dan pemecahan tanah sebagai akibatped@mbangan dan

kemajuan peradaban. Mekanisme fragmentasi dilakukestalui pengalihan



sebagian tanah pertanian yang dimiliki. Pengalisabagian tanah pertanian
dikarenakan pewarisan, hibah dan jual beli yangldrapak adanya fragmentasi
tanah. Fragmentasi dianggap pemilik tanah sebagaisisuntuk memenuhi
kebutuhan hidup. Fragmentasi tanah pertanian mutga akan mengakibatkan
efisensi usahatani menurun dan berdampak padayrerupendapatan petani.

Fragmentasi ini berawal dari tidak terlaksananysaP& Undang-Undang
Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan LuashTR@danian (selanjutnya
disebut UU No. 56 Prp 1960). Dalam pasal tersebemymatakan bahwa setiap
petani sekeluarga minimal memiliki luas tanah pesaa dua hektar, apabila
belum/tidak dapat memenuhinya maka pemerintah alenmgadakan usaha-usaha
agar batas minimal itu terpenuhi. Soeradji, dkkO@81) dalam penelitiannya di
Kabupaten Magelang menyatakan bahwa “batas minipemilikan tanah dua
hektar adalah tidak realistis, khususnya di Pulawal. Hasil penelitian itu
menunjukkan bahwa ketentuan batas minimal di Pdkwa sudah tidak dapat
dipenuhi dan tidak sesuai dengan ketentuan.

Penguasaan tanah di bawah dua hektar ini membitaati piisebut petani
gurem Menurut kamus istilah Badan Pusat Statistik (BR®8}ani guremadalah
petani kecil yang menguasai/memiliki lahan kurangarid 0,5 Ha

(http://st2013.bps.go.id/dev2/index.php/kamus/indékses tanggal 20 Februari

2016). Data BPS pada Sensus Pertanian 2013 (STa@8)njukkan bahwa dari
4.262.608 rumah tangga pertanian pengguna lahaRralinsi Jawa Tengah
didominasi oleh rumah tangga petani gurem sebaBy@k?.235 rumah tangga

atau sebesar 77.70 %. Fragmentasi tanah menjdalh satu faktor dari



banyaknya petani gurem di Jawa Tengah. Penguasemah tdi bawah batas
minimal dan tuntuan kebutuhan hidup yang kompleksgy melanggengkan
terjadinya fragmentasi tanah pertanian.

Fragmentasi tanah pertanian menjadi fenomena yajay Wi lingkungan
petani. Hal ini dikarenakan petani tidak ingin Kehgan tanah pertanian
keseluruhan. Mata pencaharian sebagai petani nieajagan utama mereka
mengalihkan sebagian tanah pertanian. PengaliHarubetanah pertanian yang
dimiliki akan mengakibatkan mereka akan beralih fggio dan menjadi
permasalahan yang baru bagi mereka. Fragmentesh p@rtanian merupakan
tindakan yang dilarang oleh pemerintah sebagairgang tercantum dalam Pasal
9 UU No. 56 Prp 1960. Dalam pasal tersebut fragagerianah pertanian tidak
boleh dilakukan kecuali terjadi karena pewarisasaPtersebut juga menjelaskan
bahwa pemindahan sebagian tanah pertanian dilakangna akan membuat
petani tidak dapat mendapatkan manfaat dari hesgirfentasi ini. Larangan ini
berlaku bagi tanah yang bersertipikat maupun bdlarsertipikat.

Larangan fragmentasi tanah yang bersertipikat lehinudah
pemantauannya daripada yang belum bersertipikdinHdikarenakan data tanah
bersertipikat memerlukan ijin dari Kementerian Agradan Tata Ruang/ Badan
Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut ATR-BPNpekim dilakukan
fragmentasi tanah. Tanah pertanian yang berseatipiklak dapat dilakukan
fragmentasi apabila luas tanahnya di bawah dusahelktn peta Rencana Tata

Ruang Wilayah (selanjutnya disebut RTRW) menjelagi@hwa daerah tersebut



sebagai daerah pertanian. Selain itu, ketentuahtabsentee juga menunjukkan
tentang boleh tidaknya seseorang menguasai tamezmiae.

Larangan fragmentasi ini membuat pemilik tanah melaiikan tanahnya
hanya sebatas penguasaan dan penggunaanya saetegkadidalam sertipikat
tidak dilakukan pemindahan. Tindakan fragmentaspydilakukan pemilik tanah
ini menimbulkan potensi sengketa kepemilikan dikdian hari apabila salah satu
pihak wanprestasi. Potensi ini timbul karena teadlaatu pihak yang tidak jelas
status kepemilikan tanahnya atau dalam Bahsa Jesehuinggandul. Fenomena
fragmentasi ini hampir sebagian wilayah di Pulawaamenyebutnya Tanah
Gandul. . Definisi TanahGandul menurut Panitia Pertimbangan Landreform
Kabupaten Klaten (2005:3) dalam Berita Acara Sidgaity :

“sebidang tanah dari bidang atau sebagian tanaan@n yang kenyataannya
(de facto) dikuasai dan digarap oleh seseorang tetapi @aii ywuridis (e
jure) dimiliki oleh orang lain, sebagai akibat peratihiaak atas tanah yang
telah terjadi dimasa lalu.”

Kabupaten Klaten sebagai salah satu Lumbung Padawa Tengah
memiliki lahan pertanian seluas + 39.000 Ha. Datasabut berdasarkan dari
Statistik Lahan Pertanian Periode 2008-2012 yarguali oleh Kementerian
Pertanian. Pada ST2013 menunjukkan bahwa jumlatahrutangga pengguna
lahan adalah 125.320. Rata-rata penguasaan tamah petani di Kabupaten
Klaten adalah 0,311 Ha/rumah tangga. Fenomena tgaatiul juga terjadi
diwilayah ini.

Dalam penelitian Soeradji, dkk (2006), fenomenaaltagandul di

Kabupaten Magelang diselesaikan oleh Panitia Peaimgan Landreform

(selanjutnya disebut PPL) Kabupaten Magelang miegitlang dan menghasilkan



Berita Acara. Dalam Berita Acara tersebut hanya yelesaikan permasalahan
yang diajukan oleh pemohon dan dapat ditindaklaj@etigan pertimbangan teknis
untuk pemecahan tanah pertanian. Taamdul di Kabupaten Klaten yang
terjadi diselesaikan dengan cara yang hampir s&Rh.Kabupaten Klaten juga
mengadakan Sidang pada tanggal 27 Oktober 2008itilengkan dalam Berita
Acara. Hasil Sidang PPL Kabupaten Klaten berbedagale PPL Kabupaten
Magelang yaitu hasil sidang tidak hanya membahatarg penyelesaian tanah
gandul saja melainkan penyelesaian permasalahan pelaysrtanahan. Sidang
PPL Kabupaten Klaten diselenggarakan sebagai rdasikgsi PPL dalam rangka
untuk mengetahui permasalahan pertanahan yang gedgadi di masyarakat
dan berhubungan dengan pelayanan pertanahan yéagikdin oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten. Penyelesaian tagefdul ini merupakan
kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Klaten yangdipn dasar Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten dalam memberikan getigan teknis pemecahan
tanah pertanian.

Atas dasar uraian di atas, peneliti mengambil judhdnelitian
“KEBIJAKAN FRAGMENTASI TANAH GANDUL DI KABUPATEN
KLATEN”"

. Permasalahan

Sempitnya penguasaan tanah yang tidak diimbanggaterkebijakan
terkait dengan intensifikasi tanah tersebut mempe&ani mengalihkan sebagian
tanah yang mereka miliki. Pengalihan ini dilakukaabagai upaya untuk

memenuhi kebutuhan hidup yang semakin komplekslPadU No. 56 Prp 1960



secara tegas menjelaskan tentang larangan fragsneta@mah pertanian.
Fragmentasi yang dilakukan ini tentunya akan merkan pendapatan mereka
sebagai petani.

Fragmentasi tanah tidak hanya terjadi pada bidanght yang belum
bersertipikat, akantetapi fragmentasi ini juga aeirjpada bidang tanah yang
bersertipikat. Fragmentasi yang terjadi pada tabalsertipikat tidak dapat
ditindaklanjuti dengan pendaftaran pemecahannya&nkarketentuan larangan
fragmentasi. Hal ini menyebabkan pemilik tanah nmetahkan sebagian tanahnya
secara fisik saja.

Pemindahan sebagian tanah secara fisik ini lah yaegyebabkan
terjadinya tanahgandul. Fenomena ini tidak dapat kita hindari karena tidak
adanya instrumen yang secara tegas melarang temadliagmentasi. Larangan
hanya sebatas peraturan akantetapi dalam implesieydapemindahan sebagian
tanah merupakan hak pemilik tanah.

Banyaknya fenomena tanghndul ini membuat Pemerintah Kabupaten
Klaten mengambil tindakan dengan melakukan SidaRf pada tahun 2005.
Sidang tersebut tidak hanya membahas tentang tgaadul saja melainkan
beberapa penyelesaian permasalahan pelayanan ghemarPenyelesaian tanah
gandul diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten rKlabelalui
Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Kebijakan ini tentunya melanggar dari larangan rirtagtasi. Dalam
ketentuan larangan fragmentasi bahwa tindakan yaembuat luasan tanah

menjadi semakin kecil adalah suatu yang dilarangnyidtaan dilapangan



menunjukkan bahwa fenomena targamdul merebak di wilayah Klaten dimana
sebagian besar wilayahnya adalah pertanian. Kelnijglang diambil Pemerintah
ini memang melegalkan terjadinya fragmentasi.

Fenomena tanabgandul menyebabkan salah satu pihak tidak memiliki
status kepemilikan atas tanah yang digarapmggadul). Alasan ini mungkin
menjadi slaah satu faktor dari pembuatan kebijdkagmentasi. Kebijakan dari
pemerintah harusnya mengarah pada kesejahteragmat rakrta memberikan
kontribusi pada masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mengetahui dasar pertimbangan pembuatan kebijakgmentasi tanah
gandul.
b. Mengetahui kontribusi dari kebijakan fragmentasatagandul.
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademis

Untuk kepentingan akademis, penelitian ini dihaeap#lapat bermanfaat

untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya meinge

pengambilan kebijakan.
b. Manfaat Praktis

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi baéealuasi terhadap

permasalahan fragmentasi yang telah dilakukanméefilik tanah.

- Hasil penilitian ini diharapkan dapat menjadi masulkbagi kantor

pertanahan lainnya dalam menyikapi permasalahag lyampir sama



agar masyarakat dapat terjamin kepastian hukatosskepemilikan

hak atas tanahnya.

- Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukbagi
masyarakat khususnya di Kabupaten Klaten tekaitgaenstatus
pemilikan tanahnya yang nfjgandul” agar segera didaftarkan
sehingga tidak terjadi sengketa kepemilikan dikeianutiari

D. Kebaruan Penelitian (Novelty)

Penelitian yang berhubungan dengan fragmentasdh ta@danian pernah
dilakukan sebelumnya oleh mahasiswa Program Dipldfmertanahan Sekolah
Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Guna membedgleselitian ini dengan
penelitian yang terdahulu maka penulis menguraikamparasinya dengan
penelitian lain sebagai berikut :

1. Yayuk Kusumorini, “Studi Tentang Fragmentasi TanBRrtanian Dan
Pengaruhnya Terhadap Petani Di Kecamatan Karangm#labupen Sragen
Provinsi Jawa Tengah” (Skripsi Sekolah Tinggi Peatean Nasional Tahun
2001)

Skripsi Yayuk Kusumorini menggunakan metode digkrigengan
tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyé&bab terjadinya
fragmnentasi tanah pertanian di daerah yang diteldn mengetahui
kelayakan hidup keluarga petani berdasarkan luashtgpertanian setelah
terjadi fragmentasi. Penelitian ini menghasilkanhvba faktor-faktor
penyebab terjadinya fragmentasi tanah pertaniatontiinasi oleh pewarisan

sebanyak 50% kemudian jual beli 48,33% dan hib&@%, Penelitian ini



juga menghasilkan bahwa luas tanah pertanian befedgmentasi belum
dapat memberikan kehidupan yang layak bagi pektasil penelitian Yayuk
Kusumorini ini dijadikan dasar oleh penulis bahw#&dbupaten Klaten juga
terjadi fragmentasi tanah pertanian yang menyelrabdgadinya fenomena
tanahgandul.

. Egidio Hermenegildo Da Costa, “Kajian Mekanisme grnantasi Tanah
Pertanian dan Faktor-Faktor Penyebabnya (Studi KdsiKecamatan Jiwan
Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur)” (Skripsi Sk Tinggi
Pertanahan Nasional Tahun 2007)

Latar belakang skripsi Egidio Hermenegildo Da Cost@nerangkan
bahwa kondisi lahan yang semakin sempit dan tiddknya insentif
pemerintah sehingga membuat petani beralih pré&fesiektor non-pertanian
dengan menjual sebagian tanah pertaniannya untjddildin modal.
Penjualan sebagian tanah pertanian ini menyebabiegjadinya fenomena
fragmentasi tanah pertanian. Penelitian ini menglgan metode diskriptif
dengan tujuan untuk mengetahui intensitas dan niekanfragmentasi tanh
pertanian dengan luas di bawah dua hektar di dgevad diteliti serta untuk
mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjaaifagmentasi tanah
pertanian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hlwva mekanisme
fragmentasi tanah pertanian didominasi oleh judil kemudian hibah dan
pewarisan. Mekanisme jual beli banyak terjadi dierda penelitian
dikarenakan oleh faktor dari dalam pemilik tanattgr@an. Faktor ini terjadi

karena semakin banyaknya kebutuhan hidup petanijalah tanah yang



terbatas menyebabkan harga tanah relatif naik ggairtanah dijadikan

sebagai barang ekonomi. Penelitian ini dijadikanutie sebagai dasar untuk
mengkaji dari kebijakan yang diambil oleh Pemehnt&abupaten Klaten

dalam rangka menyelesaikan fenomena tayaadul dan pertimbangan yang
digunakan dalam membuat kebijakan ini.

. Fero Okdita Dwi Tantoko, “Fragmentasi Tanah Peaardan Dampaknya di
Kabupaten Magetan” (Skripsi Sekolah Tinggi PertamalNasional Tahun

2012) dan Meiwan Fadli, “Pengaruh Fragmentasi TdPattanian Terhadap
Efisiensi Usaha Tani (Di Desa Timbulharjo, Kecama&ewon, Kabupaten
Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)” (Skripsi SelolTinggi Pertanahan
Nasional Tahun 2014)

Kedua penelitian ini menjelaskan tentang hubungagnfientasi tanah
pertanian dengan efisiensi usaha tani dan pendapatani. Fero Okdita Dwi
Tantoko melakukan penelitian dengan metode diskapialisis aktivitas di
kota, pinggiran kota dan desa. Penelitian ini masgkan bahwa fragmentasi
tanah pertanian berdampak negatif terhadap efisisada tani serta terhadap
pendapatan petani. Penelitian Meiwan Fadli dengaetode survey
pendekatan kuantitatif menghasilkan bahwa fragagntanah pertanian di
Desa Timbulharjo tahun 2013 berpengaruh negatihatbap -efisiensi
usahatani. Pengolahan data yang dilakukan Meiweadii Fraenghasilkan
hubungan bahwa efisiensi usahatani berpengarulifgednadap pendapatan
petani sehingga apabila terjadi kenaikan efisiarahatani maka pendapatan

petani juga mengalami kenaikan begitu juga sebgdikiPendapatan petani

10



pemilik tanah di Desa Timbulharjo lebih besar katibelum terjadi
fragmentasi tanah pertanian. Ketidakefisienan usahayang berdampak
pada rendahnya pendapatan petani menjadi pertirmbapgnulis dalam
mengungkapkan implementasi dari kebijakan fragnséntamahgandul dan
untuk mengetahui bahwa fragmentasi yang dilakukaadbupaten Klaten
dapat memberikan kontribusi kepada petani yang hmasngin
mempertahankan lahan pertanian.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yarmgdapat juga dilihat

dalamLampiran 2.
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BAB VI
PENUTUP
A. Kesimpulan

Kebijakan fragmentasi tanalgandul dibuat sebagai solusi atas
permasalahan pertanahan yang muncul di masyard&etimbangan yang
rasionalitas dan kebijaksanaan mendasari dalam ymand keputusan ini.
Pertimbangan ini bertujuan untuk memberikan keadikepada masyarakat
khususnyaenggandul berupa kepastian kepemilikan atas tanah yangapgaa.

Implementasi kebijakan ini mutlak dilaksanakan KanPertanahan
sebagai instansi yang melaksanakan amanah damdSiBanitia Landreform.
Masyarakat yang akan menikmati kebijakan ini hameengkapi persyaratan
berupa Surat Perjanjian atau Akta Perjanjian. Kelad Akta Perjanjian lebih
tinggi daripada Surat Perjanjian karena Akta Pggardibuat dihadapan notaris
atau mengetahui 2 orang saksi.

Kebijakan ini masih tetap dilaksanakan oleh Kafertanahan namun
dengan persyaratan yang lebih diperketat. Surgarji@n tidak diperkenankan
lagi sebagai alat bukti peralihan karena rawaradérpemalsuan tandatangan.
Masyarakat yang memiliki bukti kronologis yang gldapat mendaftarkan tanah
gandulnya di Kantor Pertanahan.

Kebijakan ini memberikan kontribusi kepada masyarakhususnya
penggandul. Kepastian kepemilikan hak atas tanah menjadikenggandul
merasa aman dan nyaman dalam mengusahakan tandemmmanan dalam

mengusahakan tanah telah membuat keharmonisampipatasemakin terbentuk.

76



Kontribusi dari kesejahteraan belum dapat diciptadlari kebijakan ini karena
pengusahaan tanah yang kecil belum dapat memeabbtlhan hidup mereka.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksarmaaturan larangan
fragmentasi tidak dapat dilaksanakan di Pulau Jaktmsusnya Kabupaten
Klaten. Masyarakat yang sudah terlanjur melakukeagnfientasi terhalang
keinginan untuk mendapatkan kepastian status kéijgami tanah yang
digarapnya. Kebijakan fragmentasi tangandul ini menjadi menjadi solusi
penyelesaian permasalahan fragmentasi yang tedjadnasyarakat. Larangan
fragmentasi dalam Pasal 9 UU No0.56 Prp 1960 sudidk trelevan dengan
kondisi sekarang.

Kebijakan fragmentasi merupakan tindakan yang dikak Pemerintah
Kabupaten Klaten dalam menyikapi tangéndul yang muncul setelah tahun
2005. Implementasi kebijakan sempat mengalami perge dari pedoman
Sidang PPL. Persyaratan yang diperketat dan perajembkepada pedoman
menjadi cara tepat yang dilakukan Kantor Pertanal@zara yang dilakukan
Kantor Pertanahan ini bertujuan agar kebijakansiinakin efektif dan tepat
sasaran. Pedoman yang dijadikan dasar kebijakapemii adanya peningkatan
berupa Peraturan Daerah sehingga dasar kebijaksenmakin kuat.

B. Saran
1. Perlu adanya peraturan dibawah UU No. 56 Prp 186@ ynengatur tentang
batas minimal pemilikan tanah di Pulau Jawa sedgerktuan larangan

fragmentasi karena tidak terpenuhi batas mininraktaut.
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2.

Inventarisasi tanagandul yang terjadi sebelum tahun 2005 perlu dilakukan
agar masyarakat segera dapat menikmati kebijakarSélain itu, dengan
inventarisasi maka dapat menghindari adanya pearalsukti peralihan hak.
Perlu adanya kerjasama antara Kantor Pertanahagaiebinas Pertanian
terkait dengan optimalisasi hasil tanah pertarfragram Konsolidasi Lahan
dapat meningkatkan kesejahteraan petani baik dahtayandul maupun
bukan. Kantor Pertanahan memberikan kepastian leéunpenetapan batas
sedangkan Dinas Pertanian memberikan pengarahdaangemengolahan

tanah pertanian nogalengan.
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